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ABSTRAK 
 

Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberikan 
kepada Pegawai Negeri sipil yang melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang hukum pidana yang 
bertujuan untuk mengamankan kepentingan Peradilan dan juga untuk kepentingan Jabatan dan Instansi. 
Pemberhentian Sementara ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang 
Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sipil. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik 
untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Provinsi Sumatera Barat, lalu hak-hak apa saja yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang di 
berhentikan sementara dalam proses persidangan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah yuridis sosiologis sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder, serta alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen dan wawancara langsung 
dengan Staf Biro disiplin dan pengembangan Badan Kepegawaian Daerah. Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah, maka diketahui bahwa dalam pelaksanaan 
pemberhentian sementara di Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku,hanya saja dalam prakteknya proses yang dilalui begitu lama sehingga pelaksanaan dari 
Pemberhentian Sementara ini belum memenuhi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) dari BKD juga belum menjadi acuan dalam pelaksanaannya, 
sehingga mempengaruhi lamanya  proses Pemberhentian Sementara PNS. Kemudian, hak-hak yang 
diberikan kepada Pegawai Negeri  Sipil yang menjalani proses hukuman kepegawaian dalam lingkup 
hukum administrasi berupa pemberhentian sementara yaitu diantaranya hak memperoleh perawatan, 
mendapatkan gaji dengan pemotongan gaji akibat pelanggaran hukuman disiplin, penghilangan hak cuti, 
dan beberapa kemungkinan mendapat hak pensiun. 
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